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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
NOMOR : 103/PW.01.1-Kpt/1271/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
perlu dilakukan Pembentukan Satuan Tugas
(SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat

| Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar

3 Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan

i ’ Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

‘ Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2021;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilian Umum
KotaMedan tentang Pembentukan  Satuan Tugas
(SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2021.

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan..




10.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;
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11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 21/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN  SISTEM  PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2021 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari
2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA KPU Kota Medan Tahun Anggaran
2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Medan
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

Ttd.
AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Penfilihan Umum Kota Medan
Kasubbag Hukum




|

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

‘ NOMOR 103/PW.01.1-Kpt/1271/KPU-
Kot/1/2021
TENTANG  SATUAN  TUGAS  (SATGAS)

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MEDAN TAHUN 2021

JABATAN JABATAN DALAM
NO S STRUKTURAL TIM
1 2 3 4
1 | Agussyah Ramadani Damanik Ketua KPU Pengarah
: Anggota KPU Divisi
2 | Zefrizal Hukum & Pengawasan Pesigarih
3 | Nirwan Sekretaris Penanggung Jawab
4 | Nazrul Ichsan Nasution Kasubbag Hukum Ketua
5 | Dwi Handayani Tarigan Kasubbang;(;gram dan Anggota
o Kasubbag Keuangan,
6 | Chairi Asman Umum dan Logistik Anggota
Taufiq Harun Kasubblt_zlig Tk dity Anggota
upmas
Tomita Juniarta Sitompul Staf Subbag Hukum Anggota
9 | Sri Rahayu Staf Subbag Hukum Anggota

Ditetapkandi : Medan
27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

Pada Tanggal

Ttd.
AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemjlihan Umum Kota Medan
Kasubbag lukum
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NAZRUL ICHEAN NASUTION




